BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan mengenai asas-asas berlakunyduketdrukum pidana dari seqi
tempat [ocus delict) maka pada bab ini penulis dapat menuangkan pesélitian ini dalam

beberapa point kesimpulan:

1. Berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat dgb@merapannya didasarkan pada
kewenangan negara terhadap tempat serta adanyandeyes terhadap pelaku
(kewarganegaraan). Dalam hukum pidana positif, 1ag@@ asas teritorial mencakup
seluruh kejahatan yang dilakukan atau terjadi dardabatas-batas wilayah negara.
Ketentuan ini berlaku bagi warga negara maupun avagara asing yang melakukan
kejahatan di wilayah negara tersebut. Dalam peaeram, keberadaan seseorang di
wilayah negara telah dianggap cukup untuk membekEk hukum pidana nasional
tanpa harus berdomisili di negara tersebut. Dalarkuim pidana Islam, teori Abu
Hanifah yang menekankan adanya kewenangan terhtetapat dalam penerapan
hukum, dapat diterapkan terhadap setiap kejahaag gilakukan di batas-batas wilayah
dar as-salanoleh penduduldar as-salamyaitu muslim dardar as-salanmanapun ia
berasal maupun sebagai pendudakal-harbyang belum menetap (berhijrah)ddir as-
salamdanzimmiy(orang-orang yang menetap) tidak pada para perglatanmusta’min

kecuali pada kejahatan-kejahatan yang berhubungergath kemaslahatan jama’ah.
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Dalam asas teritorial hukum pidana positif danit&dsu Hanifah terdapat pengecualian
dalam penerapan hukum meskipun mereka melakukahdt@n di wilayah teritorial.

. Persamaan antara teori Abu Hanifah dengan asasritdrdalam hukum pidana positif
adalah pada adanya penekanan terhadap tempat iselzsmga bagi pemberlakuan
ketentuan hukum pidana terhadap pelaku kejahatalanbpendapat Abu Hanifah, hal
ini dapat dilihat dengan berlakunya ketentj@imah terhadap kejahatan yang dilakukan
di dar as-salambaik pelakunya seorang muslim maugimmiy Ini merupakan suatu
keharusan bagi tiap negara untuk memberlakukan rhugidlananya terhadap setiap
pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Selamahieggn tersebut terjadi di dalam batas-
batas wilayah negara, maka hukum pidana yang hedagat menjangkau serta berlaku
terhadap pelaku. Oleh karenanya hukum pidana Idlanaku bagi kejahatan yang
dilakukan oleh seorang warga Indonesiaddr as-salam.Sedangkan perbedaan Teori
Imam Abu Hanifah dengan asas teritorial dalam hulponritif perbedaan mengenai
warga negara di luar negeri, dimana menurut hukwsitip dikenakan hukuman,
sedangkan menurut Abu Hanifah tidak dikenakan haum

. Teori Abu Hanifah tentang lingkungan berlakunyarsyalslam terutama mengenai
orang-orangmusta’min mempunyai pengaruh yang buruk bagi negeri-neggam,
karena pendapat tersebut dijadikan dasar untuk @eambhak istimewa kepada orang-
orang asindmusta’min) Akibat tersebut masih terasa sampai sekarangbh&&mn hak
istimewa tersebut cukup mendorong mereka untuk reeknanegara-negara Islam
dengan mendapat jaminan keselamatan. Setelah kawshnmm lemah banyak hak-hak
mereka yang dilanggar. Keadaan seperti ini mengag&lan kemenangan bagi orang-

orang asing. Selain itu, tidak dituntutnya orangnrg muslim yang berbuat pidanadair
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al-harb, akan mempersubyarimah, terutamajarimah yang bertalian dengan akhlak,
bahkan juga jarimah yang ditujukan kepada keamdaaydukan serta kewibawadar

as-salam

B. Saran
Dalam masalah penerapan hukum pidana, dalam hukdanglslam maupun hukum
pidana positif sangat berkaitan dengan adanya kavgam terhadap tempat, oleh karenanya
antaradar as-salim maupun negara yang menerapkan hukum pidana pdgiriukan
adanya perjanjian untuk saling menyerahkan parakpekejahatan karena dengan cara
seperti inilah para pelaku kejahatan tidak dapalank@n diri dari hukum yang berlaku

terhadap dirinya.

Dalam masalah yang berkaitan dengan asas-asas wasgjadi landasan
diberlakukannya hukum pidana dari segi tempat,nkgadiperlukan adanya kajian lebih
lanjut dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan keajaln akan terus berkembang sebagaimana
berkembangnya teknologi yang pada akhirnya akarahitkhn kejahatan-kejahatan baru

yang tidak mengenal batas-batas wilayah geograditishegara.

C. Penutup
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Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penuligatianenyelesaikan skripsi,
dengan disertai do’a semoga skripsi ini bermaniti@afi peneliti pada khususnya dan bagi

para pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari, meskipun penulisan skripsi udaf diusahakan sepenuhnya
bahwa skripsi ini kurang dari sempurna, maka darsegala kritik, koreksi dan saran yang

membangun dari pembaca yang budiman sangat ditearal@mi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo’a semoga Allah SWT senaatiaenganugerahkan rahmat,
hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua dan seskagzsi ini bermanfaat bagi kita

semua. Amin.
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A. Pembagian Negara dalam Islam

Berbeda dengan syari’at Nabi-nabi sebelumnya yaargifat lokal dan temporal,
syari'at Islam yang di bawah oleh Nabi Muhammad SA#¥Ysifat internasional dan kekal
hingga akhir zamahDengan kata lain syari'at islam bersifat universalintasi batas-batas
ruang dan waktu. Syari’at Islam adalah syari’aeidnasional, bukan untuk golongan atau
bangsa saja bukan pula untuk suatu benua teftetieh karena itu syari'at Islam
ditunjukkan kepada orang-orang muslim maupun bukaslim, kepada penduduk Islam
atau non Islam. Akan tetapi karena tidak semuagosercaya kepada syari’at Islam, tidak
mungkin dipaksakan. Sedangkan syari’at Islam halagat diterapkan di negeri-ngeri yang
berada di tangan kaum muslimin. Dengan demikiafakenya syari’at Islam berhubungan
erat dengan kekuasaan dan kekuatan kaum kaum rusbalam artian bahwa semakin
luas daerah yang dikuasai, semakin luas pula ddenddkunya syari’at itu, dan sebaliknya.
Dari aspek ilmiah syari'at Islam tetap bersifatwemsal, dan bersifat nasional jika di lihat
dari aspek pemberlakuannyaPada dataran ideal, syariat Islam dengan sifaygrg
universal dapat meliputi seluruh alam tanpa baidak terbatas pada daerah tertentu seperti

ruang lingkup ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Fir&kdah SWT:

! http://generasimujahid.multiply.com/journal/iteri¥akalahQ/ 21/11/09/21.30 WIB.

2 A. Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islddakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 106.

3 T.M. Hasbi Ash-ShiddieqyHukum Antar Golongaied.) H.Z. Fuad Hasbi Ash- Shiddieqy (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2001), him. 3.
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(107) Seadlall Aad ) V) &Ek s sy

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkatuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alanfQS. Al- anbiya’: 107}.

Akan tetapi pada kenyataannya syariat Islam haeylaku pada bangsa-bangsa atau
negara yang di dalamnya tegak kekuasaan Islam.&Detgmikian berlakunya hukum Islam
sangat terkait dengan kekuasaan yang ada dan deakgndi suatu negara. Berdasarkan
kenyataan ini, jumhur Ulama membagi negara yangupakan alat kekuasaan dalam
menerapkan hukum islam kepada dua bagian, gaitdslamdandar-Harb.

Berkaitan dengan penerapan hukum, para fugoha nggmbgara menjadi duaar
as-salandandar al-harh
1. Dar as-salam

Dar as-salammerupakan suatu negeri yang seluruh pendudukmysirm dan
mereka dapat menegakkan hukum Islam di dalamnyms jnasuk kategori ini tiap
tempat atau wilayah yang seluruh atau sebagianr eseduduknya adalah muslim.
Begitu juga negara yang diperintah atau beradaasah kekuasaan orang muslim
sekalipun mayoritas penduduknya adalah non-mustpargang orang-orang muslim di
dalamnya dapat menegakan hukum Islam serta tidakeadangan dari penduduk non-
muslim?

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penduthrk dar as-salamdapat

dibedakan menjadi tiga golongan.

* Departemen Agama Ra)-Quran dan TerjematSemarang : Toha Putra, 2006, him. 508.
® Khadijah Abu Utlahal-Islam wa al-‘Alagat ad-Dauliyyah fi as-Silmi vea-Harb (Mesir, Dar al-Ma'arif:
1119), him. 123.
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a. Muslim yaitu semua orang Islam yang tinggal daldam as-salam baik sebagai
warga tetap maupun sebagai orang asing yang d&enggara tersebut. Terhadap
mereka berlaku seluruh aturan hukum yang telaletdpkan oletSyari’ karena ke-
Islamannya.

b. Zimmiy, yaitu penduduk selain muslim yang terhadap mexds@at diberlakukan
hukum Islam. Mereka adalah penduduk yang menetégmddar as-salam Tidak
menjadi soal apakah mereka beragama Nasrani maYphbuodi. Sebagian ulama
berpendapat bahwa mereka sah tinggal dad@m as-salammeskipun beragama
Majusi bahkan tidak beragama sekalipun, kecualhg#@ang musyrik dan orang-
orang yang murtad.

Mereka disebuahl az-zimmaliikarenakan adanya akad yang terjadi antara
mereka dengan penguasa muslim. Adapun dasar didamletya akadimmah

terdapat dalam firman Allah:
P o vof 2 ¢ P . s Fioowoi.zoe . - o, % - w_ % o
:\42\.2\:\.’44\?4913\&)5&2\“4@;3); ‘ﬂJM‘UJ,SJ“ﬁ‘U‘Ph‘U‘}
- Yo 3 ,go:~ o}.’:i - 7
(6) Osalzy Y 238 agily &l

Artinya: Dan jika seorang di antara orang-orang rmguKin itu meminta
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supayae@mpat mendengar
firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yaaman baginya.
Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mtamgi. (QS. At-

Taubah: 6)

® Departemen Agama Rbp.cit.,him. 278.
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Dengan akad tersebut mereka dapat hidup dalamgngan orang-oramg
muslim dengan disertai membayiayah Dasar kewajiban membayj@yahtertera

dalam firman Allah SWT:
W a5A G (s 0a Vs AV o5l 5 Al §she3h Y Gudll ) s
A5yl ) ghaal AA QSN ) ) Gl G G Gao (5 Vs A 55
(29) Oselbaaalyn e
Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak berinkapada Allah dan tidak (pula)
kepada hari kemudian dan mereka tidak menghararakanyang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak bemss dengan agama
yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) ydiigerikan Al Kitab
kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah depgtui sedang
mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-TaubaH: 29)
Hukum yang berlaku bagi seoramgnmiysama seperti hukum yang berlaku
bagi seorang muslim, kecuali pada hal-hal yangntiitean lain terhadap mereka.
Mereka tidak diperintah untuk beribadah sebagainsaosang muslim. Lebih sempit

lagi, mereka hanya diwajibkan untuk melakukan radlylang menjadi hak Allah atau

hak jama’ah, tidak pada hak yang menjadi milik viui 2

Dengan akadzimmahnya, seorang non-muslim yang ingin menetap dalam
dar as-salammendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana seorasign. Hak-

hak mereka di antaranya adalah:

" Ibid., him. 282.
8 Abi al-Fadl Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman as-SuyAsiybah wa an-Nazair fi Qawa'id wa al-Furu’ Figh

asy-Syafi‘iy(Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqofiy, t.th.), H@2-323.
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. Hak perlindungan. Perlindungan ini meliputi perlindan terhadap segala

macam pelanggaran (serangan) yang berasal darnégeri maupun terhadap
segala macam kedzaliman yang berasal dari dalaerirsshingga mereka benar-

benar dapat menikmati rasa aman dan tenteratardis-salam

. Hak perlindungan dari kedzaliman orang Islam.
. Hak kebebasan dalam berakidah serta bersyariatroteagama mereka.
. Hak berperkara di pengadilan dalam masalah perleayialaq dan sebagainya.

. Dalam persaksian, tidak diterima kesaksian seokafig atas seorang muslim.

Sedangkan dalam masalah warits, Islam telah mdjadperbedaan agama
sebagai salah satu hal yang dapat menghalangsbraegeuntuk mendapat

warisan.

. Bagi seorangimmiyboleh menempati tempat yang ia kehendaki di wilajear

as-salam

. Mereka juga diperbolehkan berperilaku (melakukaatisthal) dengan sesama

mereka meskipun hal tersebut dilarang dalam Islam.

. Mereka juga berhak mendapat perlakuan yang baikpdaduduk muslim dalam

pergaularr.

Adapun kewajiban mereka dalam bernegara, samatiskpemjiban seorang

muslim. Selain kewajiban untk membayayah mereka juga dituntut untuk merasa
ikhlas, tidak memata-matai serta tidak membongk#iasiadar as-salamkepada

pihak musuh.

® Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai hak-abk az-zimmahlihat Yusuf QardhawiMinoritas

Nonmuslim di dalam Masyarakat Islaalih bahasa Muhammad Al-Bagir (Bandung: Penerbitdtaa, 1994), him.

21-69.
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c. Musta’'min yaitu seorangparbiy yang masuk ke dalagar as-salandengan izin atau
atas dasar perlindungan yang khusus atau perjaygiagn menjadi perlindungan bagi
jiwa, raga serta harta selama beraddadias-salamPerlindungan yang diterima oleh
seorangmusta’'minbersifat tempora(muaqqgat)atau dibatasi oleh waktu. Berbeda
dengan seorangimmiy yang dapat menetap dalasar as-salamselama-lamanya,
bila telah berakhir masa yang telah ditentukan ms&arangmusta’'min harus
kembali ke negara asalnya.

Diberlakukannya syariat Islam terhadap seoramgsta’min dikarenakan
permohonan perlindungan yang dimintanya dan hukansgperti seorangimmiy
Tidak ada perbedaan antara seorangmiydengan seorangusta’minkecuali pada

lamanya mereka berdua dapat tinggal dalam wilagkidsaalar as-salam

Seorangmusta’'min selama ia berada diar as-salamterikat oleh hukum
Islam dalam masalah pengelolaan harta. Dengan aemigk boleh melakukan akad
jual beli dengan berdasarkan hukum yang telahagikatn oleh Islam mengenai jual
beli. Keterikatan seorangnusta’'min dengan hukummu’amalah Islam telah
menjadikan riba tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan Islamlake
mengharamkan riba meskipun bagi seorangsta’'min riba merupakan hal yang

diperbolehkart®

Mengenai hubungan seorangusta’min dengan ‘uqubah ia berhak
mendapatkan hukuman bila melakukan pelanggaramdaphhak hamba. Bila ia
melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim makalihukum dengan

hukuman yang sama seperti hukuman bagi seorangnmuBkgitu juga bila ia

10 As-Sayyid SabigFigh as-Sunnatjld. 11l (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 97-98.
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melakukan pelanggaran terhadap hak seorangiyatau sesamausta’'minseperti

dirinya*

As-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pelanggaran yankukan dan
merupakan pelanggaran terhadap hak Allah sepetbubt zina, berhak mendapat
hukuman seperti halnya seorang muslim yang bewboat Hal ini dikarenakan zina

merupakan tindak pidana yang dapat merusak masyaralslim®
2. Dar al-harb

Dar al-harb mencakup seluruh negara seldar as-alamyang di dalamnya tidak
ada kemungkinan untuk menegakan syariat Islam.sBatani juga berlaku bagi tiap
negara yang di antara penduduknya beragama Istambahkan mayoritas penduduknya
adalah muslim, selama mereka tidak mampu untuk gaiae syariat Islam sebagai
landasan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Para ulama tidak bersilang pendapat mengdaaial-harb yang menjaddar as-
salamdengan berlakunya hukum Islam di negara terséterbedaan pendapat terjadi
dalam masalah bagaimadar as-salammenjadidar al-harh Para fugoha berselisih
mengenai batasan-batasan apa yang menjadikan lilkgdaulatandar as-salam
menjadidar al-harh®?

Abu Hanifah memberi batasan bahwa suatu negaraas-salamyi sebut sebagai

dar al-harbapabila hukum yang berlaku di dalamnya adalah mugelain hukum Islam

1 Muhammad Rifat ‘Usmaral-Huquq wa al-Wajibat wa al-‘Alagat ad-Dauliyyahdl-Islam (Kairo: al-
Matba’ah al-Sa’adah, 1973), him. 94-95.

12 As-Sayyid Sabiggp.cit.,him. 98.

13 ‘Alau ad-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasanigada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syara’juz VIl (Beirut:
Dar al-Fikr, 1996), him. 130.
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atau hukum yang bertentangan dengan hukum Klabengan kata lain pergantian

hukum yang berlaku dalardar as-salamyang sebelum adanya pergantian hukum
dikarenakan suatu sebab seperti perang adalah apgaerhukum Islam, dapat merubah
negara tersebut menjadir al-harh

Bahwa negara tersebut juga berbatasan destyaas-salamdengan begitu padang
pasir yang membatasi suatu wilayah dkmni as-salanbukan termasuk ke daladar al-
harb selama orang-orang Islam yang beraddati as-salamdapat menegakkan syariat
Islam di wilayah padang pasir tersebut. Begitu jlgggan yang mengelilingilar as-
salambukan termasuk daerah kekuasaan Islam selamagliattan tersebut terhalang
untuk menegakan syariat Isldmhdan hilangnya rasa aman dari penduduk muslim,
zimmiy sertamusta’'minseperti sedia kala di negara tesebut. Hal ini réeperalihan
kekuasaan akibat perang atau lain hal. Negaralak termasuk padaar al-harbselama
penguasa baru tersebut tidak mengganggu keamapanti seedia kala. Begitu juga
sebaliknya apabila penguasa tersebut memerangugekanuslim maka negara tersebut
masuk dalandar al-harb meskipun mereka memberi rasa aman baru bagi pekdud
muslim.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah beserta sebdgigoha mengenaiar as-
salamdandar al-harbyang dapat disimpulkan bahwa suatu negara dagalbuali sebagai
dar as-salamapabila hukum yang berlaku di dalamnya adalah imukslam atau
keberadaan kaum muslimin dan seluruh penduduk yadg dalam kekuasaan

pemerintahan Islam dalam keadaan aman.

1 Ipid.
15 Muhammad Abu Zahralal-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Figh al-IslamigDar al-Fikr al-‘Arabiy, t.th.),
him 370.
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Abu Yusuf melihat aspek hukum ketika membedakaaradar as-salandandar
al-harb. Apabila negara tersebut menegakan hukum Islamamalara tersebut masuk
dalam dar as-salam apabila yang diberlakukan adalah hukum selaiamslinegara
tersebut masuk daladar al-harb Abu Yusuf berhujjah bahwa pada dasarnya penamaan
negara beserta hukumnya diambil dari hakikat méeaslaman dan ke-Kafiralf.Akan
tetapi yang menjadi maksud Abu Hanifah bukanlahskeman maupun ke-Kafiran
ketika menyebut suatu negara sebalgaias-salamataudar al-harh la menyebut suatu
negara sebagalar Islamataudar al-harb dengan melihat ada atau tidaknya rasa aman
bagi penduduk negeri tersebut. dengan adanya rasa anaka hukum Islam dapat
ditegakkan bagi penduduk di negara Islam tersebut.

Bila rasa aman yang telah diberikan Islam hilang kehidupan kaum muslimin
maupurzimmiy maka negara tersebut telah menghti al-harh Begitu juga sebaliknya,
jika rasa aman yang semula itu ada dan masih dalEsakan oleh penduduk muslim
danzimmiy negara tersebut tetap menjddr as-salant’

Para ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa bila kaomslimin menjadi kaum
minoritas dalam suatu negara, hal ini tidak meRgalinegara tersebut menjathr al-
harb. Oleh karena itu mereka membadgr as-salanmmenjadi tiga macam.

Pertamagdar as-salamyang di dalamnya tinggal umat Islam. Keddar as-salam
yang terbuka - orang pertama yang menguasai - wrang luar (selain muslim) untuk

tinggal di dalamnya. Orang luar yang tinggal diadahya mempunyai keharusan untuk

'®1bid., him. 371.
17+plau ad-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasanigp.cit.,him. 131.
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membayarjizyah Ketiga adalahdar as-salamyang di dalamnya tinggal orang-orang
muslim akan tetapi kalah dalam hal jumlah oleh pelét non-muslint?®

Pendudukdar al-harb dibagi menjadi dua golongan, yaiharbiy dan muslim.
Harbiy adalah seluruh penduddar al-harb yang tidak beragama Islam. Mereka tidak
dilindungi oleh syara’, dalam artian mereka bolgpethngi selama tidak terikat oleh
perjanjian dengamar as-salam sedangkan muslim adalah orang Islam yang tinggal
dalamdar al-harb sebagai penduduk tetap serta belum pindah ateahhie dar as-
salam

Menurut Malik, asy-Syafii dan Ahmad, bahwa seoramgslim yang tinggal
(menjadi penduduk tetap maupun sementarapati al-harb mempunyai hak serta
kewajiban yang sama seperti layaknya seorang mysling tinggal ddar as-salandan
ia dilindungi jiwa, raga serta harta oleh syara'eka ke-Islamanny4.

Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka (orang Iskmg yinggal didar al-harb)
tidak mendapat jaminan terhadap jiwa dan hartad&ayena ke-Islaman merekamah
(jaminan keselamatan) tidak diperoleh hanya karesdslaman semata-mata, tetapi
karena terjaminnya negara Islam dan kekuatannyg gigreroleh dari persatuan kaum
muslimin. Orang-orang muslim yang beradalali al-harbtidak memiliki kekuatan serta
pertahanan seperti yang dimiliki oleh orang-orangslim yang berada diar as-salam
oleh karenanya mereka tidak memiliki hak perlincanf§ Seperti seoranbarbiy yang

tidak terlindungi jiwa dan raganya ketika memasdlir as-salamtanpa izin dari

8 Muhammad Rifat ‘Usmaral-Huquq wa al-Wajibat wa al-‘Alagat ad-Dauliyyahdl-Islam (Kairo: al-
Matba’ah al-Sa’adah, 1973), him. 101-102.

19+Abd al-Qadir al-‘Audahat-Tasyri’ al-Janai’ al-Islamiy Mugaranan bi al-Qam al-wad'iy, Juz I,
Beirut: Muasasah ar-Risalah. 19%m. 278.

20 A, Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islddakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 109.
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penguasa negeri, begitu juga seorang muslim yarsykdar al-harb tanpa izin atau

permohonan perlindungan.

. Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan seorang pemuka dari madzhakafijaa berpendapat
bahwa syariat Islam berlaku bagi tiap orang yangnb&im di dar as-salam baik
sebagai seorang muslim maumimmiy Tinggal dalam waktu yang lama maupun untuk
sementara waktt. Seorang muslim terikat oleh hukum Islam karenask@nannya dan
seorang zimmiy terikat dengan aturan hukum Islam karena akadmah yang
memberinya hak perlindungan dari pihak penguasamisterhadap jiwa, raga dan
hartanya. Adapun seoramgusta’min ia terikat oleh hukum Islam karena akad atau
karena perizinan yang ia peroleh untuk memadakias-salamuntuk sementara waktu.
Dengan permohonan untuk memasdéar as-salamyang ia minta, seorangusta’min
mempunyai kewajiban yang sama seperti seoramgniy Oleh karenanya ia mendapat
hukuman bila melakukan suatu pelanggaran yangkigkéa sewaktu tinggal dlar as-
salam Semua pelanggaran yang dilakukan oleh seorangta’'min dapat dikenai
hukuman. la akan terkena sanksi hukum bila melakugalanggaran-pelanggaran
terhadap hak yang menjadi hak Allah yang berhubunigsmmgan hak serta kemaslahatan
umum serta pelanggaran terhadap kemaslahatandodivi

Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan AlsufYierletak pada
permasalahan berlakunya syariat Islam bagi seorarsgia’'mindalam tiap keadaan.

Menurut Abu Yusuf, seorangiusta’minberhak di hukum atas tiap pelanggaran

yang dilakukan sedangkan Abu Hanifah hanya memibagiada kejahatan yang

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqg,cit.,hlm. 14-15.
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menyangkut hak-hak perorangan yang dianggap selbkagahatan yang dapat diberi
hukuman??

Abu Hanifah dan Abu Yusuf sependapat mengenai tuiaat diterapkannya
syariat Islam terhadap kejahatan yang dilakukamlati al-harly meskipun perbuatan
tersebut dilakukan oleh penduddér as-salanf®

Abu Yusuf berselisih dalam dua hal dengan Abu Hemifaitu dalam masalah:

a. Mengenai lepasnya ketentuan pidana bagi seorangnmeraupunzimmiybila yang
menjadi tempat terjadinya pelanggajammah adalahdar al-harh
Berbeda dengan Abu Hanifah yang tidak mengharamkhn, Yusuf berpendapat
bahwa seorang muslim maupzmmiytetap tidak boleh melakukan akad riba ketika
berada ddar al-harbdengan seorargarbiy maupun seorang muslim yang tinggal di
dar al-harbsebagai seorangusta’min meskipun akad riba diperbolehkanddir al-
harb. Riba merupakan hal yang dilarang secara pasindddlam dan ketentuan ini
berlaku bagi seorang muslim maupgimmiydi manapun mereka beratfa.

b. Mengenai tahanan muslim yang dibunuh oleh sgolslam atawimmiydi dar al-

harb.

Menurut Abu Hanifah pembunuhan terhadap seorandirmul dar al-harb yang
dilakukan oleh seorang muslim maupmmmiy tidak terlepas dari tiga keadaan.
Pertama adalah bahwa orang tersebut beradaadial-harb sebagai seorang
musta’min Kedua adalah bahwa ia telah beradalati al-harb dikarenakan orang-
orang kafir telah menjadikan ia sebagai tahanang¥arakhir, dia telah masuk Islam

akan tetapi belum pindah kar as-salam

22 | pid.
2 |bid.
24 1bid., him. 16



98

Tiap keadaan mengakibatkan hukum yang berbeda [palam keadaan pertama
Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus terselaktmengharuskan adangesas

Meskipun demikiangiyat yang diambil dari harta pembunuh tetap berlaku.

Terhadap keadaan yang kedua Abu Hanifah memanddaly adanyagisas
maupun diyat bagi pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut. Kaneenurutnya
seorang tahanan tidak memiliki hak perlindungahaéap jiwa dan harta.

Adapun keadaan ketiga, yaitu bahwa orang yang ietbtelah masuk Islam akan
tetapi belum pindah kear as-salam Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk kasus
pembunuhan terhadap seorang muslim sebagai pendiamtulal-harb tetapi belum
pindah kedar as-salamtidak ada hukuman bagi pelaku pembunuhan tersgisas
maupundiyat®

Abu Yusuf berpendapat bahwgiyat tetap berlaku bagi pelaku pembunuhan
tersebut meskipun untuk melaksanakggastidak mungkin. Bagi Abu Yusuf, tertahan

nya seseorang tidak menjadikan ia kehilangartisatah?’

Ditetapkannya diyat sebagai hukuman bagi pelaku merupakan hukuman
pengganti bagi hukumagisasyang tidak mungkin untuk dilaksanakarddr al-harh
2. Asy-Syafi’i, Malik dan Ahmad bin Hanbal.
Menurut pendapat ini, syariat Islam berlaku bagp tjarimah yang terjadi di
wilayah kedaulatan Islam. Asy-Syafi'i, Malik dan am Ahmad tidak membedakan

pelaku nya baik ia seorang muslizmmiymaupurmusta’min®®

% Muhammad Rifat Usmargl-Huqug wa al-Wajibat wa al-‘Alagat ad-Dauliyyafi 4l-Islam (Kairo:
Matba’ah as-Sa’'adah, 1973), him. 103-104.

%% |bid., him. 104.

27 Abd al-Qadir ‘Audahop.cit.,him. 286.

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqg,cit.,him. 16.
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Alasan yang mereka kemukakan bahwa seorang mustikatt oleh ketentuan
hukum Islam karena ke-lIslamannya. Bagi seoramgmiy terikat oleh hukum Islam
karena akadimmahyang ia sepakat i dengan penguasa Islam sebagangan terhadap
jaminan terhadap keselamatan jiwa, raga dan hartg ia perolef?’

Adapun bagi seorangmusta’'min karena perjanjian damai (akad yang
membolehkan ia tinggal diar as-salanmselama waktu tertentu) yang berisiskan jaminan
keamanan terhadap jiwa, raga dan hartanya selatimggal didar as-salamPerjanjian
ini mengharuskan ia mengikuti atau terikat dengateritan-ketentuan hukum Islam
sebagaimana seoranignmiy*°

Menurut asy-Syafi’i, bila seorangusta’'minmelakukan suatu pelanggaran yang
menjadi hak Allah ddar as-salammaka ia boleh dimaafkan atau tidak diberi hukuman
dan bila yang dilakukan adalah pelanggaran yang/amgkut masalah individu atdiak
adamiy maka ia berhak dihukum (ditegakKaaddatas pelanggaran yang dilakukah).

Asy-Syalfi'i, Malik dan Ahmad juga berpendapat bahsyariat Islam berlaku
bagi pelanggaran pidana oleh seorang muslim maapumiy di dar al-harh Lain
halnya dengan seoramgusta’min ia tidak mendapat hukuman untuk kasus seperti ini
karena keterikatannya dengan hukum Islam hanyansekaberada diar as-salant?

Penerapan hukum Islam bagi seorang muslim diammiy di luar wilayah
kedaulatardar as-salandikarenakan hukum Islam berada di pundak merekaadiapun
mereka berada. Tidak ada perbedaan antara jarimad) gilakukan didar as-salam

maupun ddar al-harly selama Islam melarang perbuatan tersebut, tidakeampat yang

29|, Amin Widodo,op.cit, him. 25.

*bid., him. 25-26

31 Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi‘al-Umm,juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him. 378.
32 A, Hanafi,op.cit.,him. 177.
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membolehkan seorang muslim maupimmiy untuk melakukan hal terseblitTidak
ada perbedaan antatar as-salandandar al-harbdalam masalah yang telah ditetapkan

oleh Allah dalam masalatudud®* Allah berfirman:

Sa0e A A Fe YIEG LK Ly 238 Ll | gadadld 48 U5 (3 )1

(38) aSa

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yangencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang merekakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi MaBijaksana.(QS. Al-
Maidah: 38§°

Dalam jarimah Zina Allah berfirman:

I sl Ta Laghe 2oy O8I 50806 31505 40130

£ -

'2%12/ - o}e~°.~
0 (o 45 Lagy £50a
TRV IS T L T P A LR T PR TR TP AR S M- ¥ S N
(2) Ot 5all (o ddila Laghlae Jdally AV 50l 5 A ) s 5 43S ) A

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yaogrzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jamgfamelas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agartah,Ajika kamu
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendhk{pelaksanaan) hukuman
mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orgengg beriman(QS. An-

Nur: 2)*

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqg,cit.,him. 17.

34 Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Idris asy-Syafi‘gp.cit, him. 374.
% Departemen Agama Rbp.cit.,him. 165.

% Ibid., him.543.
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Hal ini berlaku juga untuk perbuatan yang menuukum yang berlaku diar al-
harb dianggap bukan suatu pelanggaran, sedangkan dal&om Islam merupakan
tindak pelanggaran hukuth.Seorangzimmiyyang melakukan kejahatan yang di dalam
agamanya diharamkan seperti membunuh, zina, metdaarjugagazaf maka ia berhak
untuk dihukum sebagaimana seorang muslim yang miedakpelanggaran-pelanggaran
tersebut. Berbeda halnya jika perbuatan tersedak tililarang dalam agamanya seperti
meminum khamr, maka hal tersebut boleh dilakuk¥nHal ini berdasarkan hadits

riwayat ibn Umar

Sa O s WO (A aa ) plus adde i o il Jgmsy O e gl ce

e b g e A Loa il Jgusy ) 3 sl il L 51 )
Dalam hadits lain disebutkan:

A Jsnay 0318 L mlia gl o 4 s Ji8 U gy () e il )y (il 0

‘404geiuj4:\h A“M\ij

Bagi seorangimmiy bila melakukan suatu kejahatan setelah ia kedaardar
as-salamdengan tidak ada maksud untuk kembali ke negesaldiet maka hukum Islam
tidak berlaku terhadap pelanggaran yang ia lakukapindahan seorargymmiydaridar

as-salamke dar al-harb merubah status kependudukannya dari seasngiy menjadi

37 A. Hanafi,op.cit.,him. 177.
3 Abu Muhammad Muwaffiq ad-Din ‘Abdullah ibn Quddamal-Magqdisy,al-Kafi fi Figh al-lmam al-

Mujabbal Ahmad bin Hanbajuz IV (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1988), hIr860.

39 Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Quaiyiy al-NaisaburiyAl-Jami’ as-Sahihjuz Ill (Beirut: Dar
al-Fikr, t.th), him. 122.

0 Jalaluddin as-SuyutSyarh Sunan al-Nasa'Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), him. 22.
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kafir harbiy. Bila ia kembali kedar as-salammaka statusnya kembali menjadi seorang
musta’min**

Markas-markas tentara Islam di medan perang di enggebagai wilayah
kekuasaan Islam. Oleh karenanya tiap pelanggarsgtggjadi di tempat tersebut berhak
untuk mendapat hukuman. Bagi asy-Syafi’i, Malik demmad tidak menjadi persoalan
tempat di mana suatu tindak pidana terjadi. Selpenbuatan itu di anggap suatu tindak

kejahatan maka hukum Islam berlaku atas perbuataetuf?

Berlakunya Ketentuan Syariat terhadap Korps Diplomatik Asing

Dalam penerapan ketentuan-ketentuan pidana, syalék membedakan antara
pribadi, jama’ah, ras, antara hakim dan terdakweaippin dan rakyat. Tidak ada yang

diistimewakan dalam pemberlakuan hukum.

Ketentuan syariat berlaku bagi para pemimpin neddea as-salam)yang
melakukan pelanggaran hukum. Begitu juga terhadaga gpemimpin negara luar
(ajnabiyyah) yang sedang berada dar as-salam Ketentuan ini berlaku bagi para
anggota perwakilan asing yang bertugasddr as-salam pejabat negara dan sanak
saudara serta orang-orang yang menyertai mereka.

Mengenai para pemimpitdar al-harbyang berada diar as-salamAbu Hanifah
berpendapat bahwa terhadap mereka tidak memungkumkak menerapkan syariat jika
yang dilakukan adalah jarimah yang menyangkut feakajah. Hal ini dikarenakan
mereka dianggap sebagmusta’'min dan tidak ada hukuman bagi mereka kecuali

terhadap jarimah yang menyangkut hak individu. iBeitu, seorang kepala negara

L. Amin Widodo,op.cit.,him. 27.
2 A, Hanafi,op.cit.,him. 118.
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dianggap sebagai pelaksana hukuman oleh karenditgk memungkinkan untuk
melaksanakan hukuman atas dirinya sefdliri.

Abu Yusuf seperti jumhur berpendapat bahwa terhacegpeka tetap dapat
diberlakukan ketentuan syafd’.Menurut pendapat ini mereka tetap dapat dijatuhi
hukuman seperti halnya seorangsta’minyang melakukan suatu pelanggafan.

Mengadili kepala negara serta para anggota peravaekilegara asing yang
melakukan suatu kejahatan tidak dianggap sebadajaing dapat menyudutkan posisi

syariat, selama hal ini dilakukan secara &til.

B. Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Kewargamegéyasionalitas)

Penerapan teori Imam Abu Yusuf mengenai ruang lipgkerlakunya ketentuan
hukum pidana Islam, selain ketentuan-ketentuartadi @ pendapat Abu Hanifdh- maka,
terhadap orang-orang asingmusta’min- yang berada ddar as-salam harus dihukumi
berdasarkan ketentuan pidana Islam jika merekakumieda salah satu pelanggaran pidana di
dar as-salammana saja ia berada. Begitu juga bila ia telaluldimi tidak berdasarkan

ketentuan pidana Islam maka ia harus kembali dideliigan ketentuan pidana Islam.

3 L. Amin Widodo,op.cit.,him. 48.

“Abd al-Qadir al-‘Audah,op.cit.,him. 323-324.

5 L. Amin Widodo,op.cit.,him. 48.

“® Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqg,cit.,him. 58.

" Sisi persamaan antara pendapat Abu Hanifah deAganYusuf adalah mengenai tidak berlakunya
Hukum pidana Islam terhadap kejahatan yang dilakukaar as-salambaik pelakunya muslingimmiy maupun
musta’min
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Hal ini berdasarkan pendapatnya mengenai parsta’minyang berkunjung kear
as-salam yaitu bahwa bagi mereka berlaku ketentuan pidsiaan seperti halnya seorang
zimmiy Menurut pendapatnya bahwa bagi seoramgsta’min berlaku ketentuan hukum
Islam dalam segala kejahatan, bukan hanya dalaralamakejahatan yang menyangkut hak

individu.

Perbedaan pendapat antara keduanya hanya berk@sppnerapan hukum riba yang
dilakukan oleh seorang muslim dan maupun dengamyglrk dar al-harb yang tidak
berhijrah kedar as-salamMeskipun akad riba tidak diharamkandair al-harky akan tetapi
bagi seorang muslim, akad tersebut merupakan akad giharamkan maka, perbuatan ini
tidak boleh dilakukan meskipun dar al-harb

Perbedaan yang kedua adalah mengeni seorang matalimimmiyyang melakukan
pembunuhan terhadap seorang muslim yang beradi @dil-harb— belum hijrah kelar as-
salam Abu Hanifah berpendapat bahwa terhadap pelakah&&gn tersebut tidak dapat
diterapkan ketentuamjisas dan jugadiyat sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa
terhadap pelaku tetap dapat diterapkan hukumarmadiyat

Berdasarkan ketentuan ini maka terhadap kejahaaag gilakukan oleh seorang
warga Indonesia ddar as-salammaka tunduk terhadap hukum pidana Islam. Hal ini
disebabkan terhadap setiap kejahatan yang terjadilalyah dar as-salanmberlaku hukum
pidana Islam tanpa melihat kewarganegraan pelaik, ia sebagai wargdar as-salam
maupun wargaar- al-harb.Dalam hal ini negara Indonesia memberikan wewetkapada
dar as-salamuntuk mengadili serta menuntut pelaku meskipun ierupakan warga

Indonesia.
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Penerapan hukum pidana, dalam konteks kedaulaigeranggang berkaitan dengan
kewarganegaran pelaku, maka asas nasionalitas rg@wegaraan) merupakan landasan
hukum bagi suatu negara untuk menerapkan hukummaiterhadap warganya terlepas di
manalocus delictiitu berada.

Berbeda dengan penerapan hukum pidana berdasasken texitorial, penerapan
hukum pidana berdasarkan asas kewarganegaraan Hakam pidana positif, tergantung
pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwieuim. Penerapan hukum pidana terhadap
individu dapat dibenarkan bila orang tersebut bedalam kekuasaan negara (sebagai warga
negara)'® Berdasarkan ketentuan ini, kewarganegaraan pelakaing menjadi ukuran untuk
dapat tidaknya hukum pidana suatu negara diberéaktdrhadap seseorang yang melakukan
suatu tindak pidana di suatu negara selain wilayatitorial negara kebangsaan.
Kewarganegaraan merupakan satu-satunya hubungara antividu dengan negara yang
menjamin bahwa terhadapnya dapat diberikan hak #&awajiban dalam hukum
internasional.

Penerapan hukum pidana terhadap warga negara geaddaek hukum internasional,
pada dasarnya diterapkan berdasarkan asas kewgagane(nasionalitas) aktif dan asas
kewarganegaraan (nasional pasif).

Berdasarkan asas kewarganegaran aktif, negara ni@p&rapkan aturan perundang-
undangan pidana terhadap warganegaranya. Denglmirgia asas ini sebagai salah satu
pedoman dalam pelaksanaan/penerapan hukum piddw@a sediap warganegara terikat oleh
perturan pidana negaranya di manapun ia berada.

Mengenai penerapannya, dalam KUHP Indonesia ditantumengenai berlakunya

ketentuan pidana Indonesia terhadap warganegammésw yang melakukan kejahatan-

8 J. G. StarkePengantar Hukum Internasional..hlm. 302-303.
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kejahatan tertentu di luar wilayah Republik Inddad% Kejahatan yang tunduk pada asas
nasionalitas aktif adalah berupa pelanggaran tephadegard’ pelanggaran tehadap
martabat Presiden dan Wakil Presidkmenghasutarf. menyebarluaskan tulisan dengan
tujuan untuk menghastit,dengan sengaja membuat diri maupun orang lain adetiflak
cakap untuk memenuhi kewajiban milftrdan kejahatan perampokan (pembajakan) di
laut>

Kejahatan-kejahatan ini merupakan kejahatan yanglutki terhadap ketentuan
perundang-undangan pidana Indonesia meskipun pela)ang merupakan warga negara
Indonesia - berada di luar wilayah kedaulatan led@n Berdasarkan hal ini pula setiap
kejahatan — tertentu — yang dilakukan oleh seoreaga Indonesia diar as-salammaka
hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan kepadakypedengan meminta kepada
penguasadar as-salamuntuk menyerahkan pelaku kepada penguasa Indonggigk
dihukumi berdasarkan ketentuan hukum pidana Indanes

Untuk menghindari pelanggaran terhadap kedaulaggara lain — di mana pelaku
berada — maka kejahatan-kejahatan tersebut juga de&anggap sebagai kejahatan di negara
yang menjadi tempat dilakukannya kejahatan hinggand penyelesaian terhadap salah satu
pelanggaran ini dapat ditempuh jalur ekstratisi.

Hukum pidana merupakan sistem aturan yang mengatuua tindakan yang tidak

boleh dilakukan oleh warga negara. Pelaranganhersgikarenakan perbuatan-perbuatan

* pasal 5 KUHP

% pasal 104-129 KUHP

°l pasal 131-139 KUHP

2 pasal 160 KUHP

*3 pasal 161 KUHP

> pasal 240 KUHP

°° pasal 450-451 KUHP

*¢ Salah satu kewajiban negara berdaulat adalah tidik melakukan tindakan pelaksanaan kedaulatan di
wilayah negara lain, salah satu cara untuk meniga¢denggaran terhadap kedaulatan teritorial snagara adalah
dengan melalui lembaga ekstradisi karena hal imélsennya telah disepakati oleh kedua negara.
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tertentu dianggap bertentangan dengan hak asasismarkepentingan masyarakat umum
dan kepentingan pemerintahan dan nedfara.

Adapun asas kewarganegaraan pasif, prinsip ini reearkan sebuah negara untuk
memberlakukan hukum pidananya terhadap kejahatag gldakukan oleh siapapun juga,
baik ia warga Indonesia maupun warga negara asamg ynelakukan kejahatan di luar
wilayah Indonesia.

Dasar yang merupakan pembenar asas nasional plats#habahwa negara berhak
melindungi warga negaranya yang berada di luar yaflateritorial negara tersebut.
Berdasarkan hal ini pula, jika negara teritoriahgganenjadi tempat dilakukannya kejahatan
tidak melakukan atau tidak menerapkan hukum pidgnderhadap pelaku maka, negara
yang merupakan negara kebangsaan korban, dianggapilikn wewenang terhadap
kejahatan tersebut untuk memberlakukan hukum pidar4d Adanya asas ini juga sebagai
upaya untuk melindungi negara dari ancaman yarandatilakukan di luar wilayah negara
tersebut oleh orang-orang asiig.

Dalam prakteknya, asas nasional pasif ini dibeKakuerhadap kejahatan-kejahatan
yang dapat mengancam keamanan negara yang berup&rggeggan dengan maksud
menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiiemgkar atau perbuatan untuk merusak
kedaulatan negatadan dengan maksud meruntuhkan pemerintahan n&dasjahatan mata

uang®® kejahatan pemalsuan surat-surat utang atau kettifitang yang ditanggung

5" |lhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan ImpleasinHukum di Indonesi&lakarta:
Raja Grafindo, 2004), him. 40.

%8 J. G. StarkePengantar Hukum Internasional..him. 303.

%9 Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1j#43) Pasal 8 KUHP.

% pasal 104 KUHP

®l pasal 106 KUHP

%2 pasal 107-108, Pasal 110 dan Pasal 111 KUHP

% pasal 4 ke-2. KUHP
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pemerintah Indonesia, pemalsuan talon, surat useng atau menggunakan surat péfsu,
kejahatan pelayar@h kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadapasépeasarana
penerbangaff

Kejahatan-kejahatan yang tersebut di atas merupdigjahatan yang dapat
menimbulkan ancaman terhadap integritas bangsa dedaugian dalam bidang ekonomi.
Oleh karenanya asas ini di sebut juga sebagaipasisdungan.

Hal ini dapat diterima karena melihat besarnya akimang dapat ditimbulkan oleh
kejahatan-kejahtan tersebut. Selain itu, apabilluim pidana nasional tidak diterapkan
terhadap pelaku, maka dia dapat meloloskan dirijdeatan hukum dikarenakan di negara
tempat kejahatan tersebut dilakukan, perbuatarlatstidak dianggap sebagai kejahatan.
Dengan demikian lembaga ekstradisi sebagai jembaténik menghadapkan para pelaku
kejahatan lintas teritorial ke muka hukum tidak atagilaksanakan.

Persamaan antara asas nasionalitas dalam hukumapimtesitif dengan teori Abu
Yusuf adalah bahwa setiap orang yang bermukim é@berkgsaan) di suatu negara maka ia
harus tunduk pada ketentuan hukum negara terdealini dapat dijelaskan dengan adanya
hak serta kewajiban bagi warga suatu negara tephaetzaranya.

Kejahatan yang tunduk terhadap hukum pidana bendasasas kewarganegaraan,
penerapannya dalam hukum pidana positif hanya jpelaku — tanpa melihat
kewarganegaraan - melakukan kejahatan-kejahattentieryang dapat mengancam warga
maupun negara di luar wilayah teritoir Indonesiagdagkan dalam teori Abu Yusuf,
penerapannya terhadap setiap orang yang bermukidadias-salamdan melakukan

kejahatan di wilayah tersebut. Adapun kejahatam yhlakukan di luadar as-salamhukum

% pasal 4 ke-3. KUHP
% pasal 438, 444 sampai Pasal 446 KUHP
% pasal 479 KUHP huruf j, I, m, n dan o.



109

pidana Islam tidak berlaku meskipun pelaku berkgbaandar as-salam dalam artian
bahwa hukum pidana Islam tidak dapat diterapkdratiap pelaku karena keberadaan pelaku
di luar wilayah kekuasaatar as-salam.

Dengan demikian setiap warga Indonesia yang metakskatu kejahatan tertentu di
dar as-salandapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidamg lyerlaku di Indonesia
dengan memohon agar pelaku dikembalikan ke Indanéslapun terhadap wargkar as-
salamyang melakukan suatu kejahatan di Indonesia, memeou Abu Yusuf maka upaya
untuk mengadili serta menghukumi pelaku diseratiegrada penguasa yang berwenang di
Indonesia. Meskipun demikian dalam mengadili danmberi hukuman para pelaku
kejahatan yang berasal datar as-salamdi dar as-salammeskipun kejahatan tersebut

dilakukan didar al-harb —Indonesia — dianggap lebih baik.

C. Penerapan Hukum Pidana Berdasarkan Asas Ualitass

Bila teori Malik, as-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbakam diterapkan maka, setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh seorang walga as-salamakan dikenai hukuman di
manapun kejahatan itu dilakukan. Begitu juga tespakkjahatan yang dilakukan dir al-
harb, baik pelanggran tersebut merupakan jarirhadud gisas-diyatmaupun kejahatan
yang dihukum dengan hukumtaizir.

Terhadap kejahatan yang dilakukarddr as-salanoleh penduduklar al-harky harus
di adili berdasarkan ketentuan pidana Islandati as-salamHal ini berdasarkan kewajiban
negara Islam untuk menegakan hukum terhadap waagamg melakukan kejahatan.

Upaya untuk menegakkan hukum dalam kasus sepe#ikejahatan yang dilakukan

oleh pendudukiar as-salandi dar al-harb— dapat ditempuh dengan cara ekstradéslim
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al-mujrimin). Yaitu permohonan kepada negara yang menjadi tedilpaukannya kejahatan
untuk menyerahkan pelaku ke pengudaaas-salam.

Dalam konteks kejahatan yang melibatkan dua negdaa as-salandandar al-harb
— atau lebih, jika seorang wargar as-salanmelakukan suatu kejahatan di Indonesia atau
negara yang menerapkan sistem hukum pidana posdifa para penguastar as-salam
dapat meminta pelaku kepada pemerintah Indonesigk umnengembalikan warganya untuk
diadili di dar as-salanberdasarkan ketentuan hukum pidana Islam.

Dalam pandangan syariat, semua orang Islam memplegadukan yang sama
meskipun berbeda dalam ras dan golongan. Merekailikiehmk dan kewajiban serta
tanggung jawab yang sama. Syariat Islam meletakarsapmaan di luar batas-batas
kemampuan akal manusia, oleh karenanya tidak adg gi@nggap istimewa antara pribadi
dengan golongan, hakim dan terdakwa, pemimpin dlyat sampai antara seorang muslim
dengan orang non-muslim, mereka semua mempunyadk&en yang sanf4.

Terhadap pendudukimmiy dalam masalah penerapan hukum pidana sama halnya
seperti seorang muslim. Mereka terikat dalam mhspldana secara utuh. Dalam sebuah
hadits diceritakan bahwa Nabi SAW telah melaksamakakuman rajam terhadap orang

Yahudi yang berbuat zina.

o5 o e O Uy &1 Jo B ade JJs ooy (3 U1 0o g Doy 3Tl L5 il 550

A Jyey 1 Jo i aile Ty Log o0

7 Sa’'id Hawwaal-Islam..., him. 573.
® Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qualyiy an-NaisaburiyAl-Jami’ as-
Sahih juz Il (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), him. 122.
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Dalam masalah kejahatan terhadap nyawa, dalamlséladits disebutkan bahwa Nabi

SAW memberi hukuman terhadap seorang Yahudi ydal teelakukan pembunuhan.

oo sl il aie () Gaser B A e e ol sl L oalila J sus y il Lo ) agle olug gy 09

Hal ini yang membedakan antara hukum pidana Iskangan hukum pidana positif. Dalam
hukum pidana positif, terdapat atau ada pengecuddéam penerapan perundang-undangn
pidana, mereka adalah orang-orang yang mendapatinanitas sedangkan dalam Islam

Islam hal itu tidak ada.

Terhadap kepala negara asing yang beradardas-salanyang melakukan suatu kejahatan
tetap dapat diberlakukan ketentuan pidana IslamgitB@iga terhadap perwakilan diplomatik
Islam, terhadap mereka berlaku ketentuan syat@anlsmengenai kejahatan apabila mereka

melakukannya.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan teori ImaitikMes-Syafi'i dan Ahmad bin
Hanbal adalah dalam masalah penerapan hukum piglaira karena setiagar as-salam
dapat bebeda dalam bentuk dan penerapannya. Hbkamenakan pidana’zir tidak
ditetapkan secara pasti dalam al-Qur'an maupurid)asleh karenanya, dalam masatiahir
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yang beguamtak menentukan bentuk serta

pelaksanaannya.

Mengenai jarimalta’zir terdapat tiga kemungkinan untuk penerapannya:
1. Bila semuadar as-salammelarang perbuatan tersebut, maka perbuatan terdapat

diadili di semualar as-salam

22.

® Jalaluddin as-Suyut§yarh Sunan an-NasadJuz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1930), him.
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2. Bila dar as-salamdi mana pelaku menjadi warganya tidak melarandpys¢an yang
dilakukan sedangkan diar as-salamyang menjadi tempat dilakukannya perbuatan, hal
tersebut merupakan suatu pelanggaran, maka petituldoleh diadili karena perbuatan
tersebut baginya tidak dilarang.

3. Bila di dar as-salamdi mana pelaku menjadi warganya suatu perbuattaradg
sedangkan dilar as-salamberada karena melarikan diri umpamanya, hal tatsidtak
dilarang maka pelaku tidak boleh dihukumddir as-salamdi mana ia berada karena
pebuatan yang dilakukan, tidak dilarang di negarsebut.

Para pendatang dar as-salan{musta’min)juga berlaku ketentuan hukum pidana Islam

sebagaimana diberlakukannya ketentuan tersebuatdgphseorang muslim daimmiy

Mereka berhak atas hukuman bila melakukan suatih&&gn di negara tersebut.

Ketentuan terhadamusta’min hanya berlaku ketika mereka beradaali as-salam
Bila kejahatan tersebut dilakukan dar al-harb setelah keluar damar as-salammaka,
terhadap kejahatan tersebut tidak dapat diteraégemtuan pidana Islam. Dengan keluarnya
ia daridar as-salamstatusnya sebagaiusta’minmenjadi hilang.

Di samping permohonan ekstradisi untuk mengemhalgeorang pelaku kejahatan
di dar al-harbuntuk diadili dan di hukumi sesuai dengan ketentaariat, akan tetapi para
pejabat berwenang di Indonesia dapat memberlakbkiom pidana nasional berdasarkan
asas teritorial terhadap pelaku. Hal ini disebabkajahatan yang terjadi di suatu wilayah
negara tunduk terhadap ketentuan hukum lokal karesgara tersebut yang memiliki
kepentingan serta dianggap sebagai negara yanggpatiampu untuk melaksanakan

penuntutan serta memberi hukuman kepada pelaku.
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Dalam hukum pidana positif, penerapan asas univéaget diberlakukan terhadap

kejahatan yang dianggap sebagai musuh umat mamesigan diakuinya asas ini sebagai
dasar bagi pemberlakuan ketentuan pidana makandmalkum pidana terdapat beberapa
kejahatan yang terhadap pelakunya dapat di berdekbldkum pidana negara di mana pelaku

berada.

Berdasarkan asas ini pula setiap negara yang aimtigia ada pelaku kejahatan yang
dapat merugikan kepentingan seluruh negara di duméka, negara tersebut dapat
memberlakukan hukum pidana nasionalnya tanpa meangricewarganegaraan pelaku.

Hal ini tentu saja jika negara tersebut menggagdpvh perbuatan yang dilakukan
oleh pelaku adalah merupakan kejahatan dan padannyeu setiap negara mengaggap
bahwa kejahatan yang tunduk terhadap yuridiksi ensal adalah sebuah kejahatan.
Berdasarkan hal ini, jelas bahwa tujuan dari adeaasas universal sebagai landasan bagi
pemberlakuan hukum pidana adalah untuk menjaminvédaidak ada negara yang tidak
menghukum kejahatan tersebut (tidak ada yang megggarbahwa perbuatan tersebut bukan
merupakan suatu kejahatan).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa k&ah yang tunduk terhadap
yuridiksi universal merupakan kejahatan yang tidangenal batas-batas negara maupun
kewarganegaraan pelaku.

Meskipun asas universal dinggap memiliki peranangyaangat strategis dalam
menanggulangi kejahatan lintas teritorial, akampedalam penerapannya masih banyak
negara yang meragukan. Dalam penerapan asas imisobu negara dikhawatirkan akan

melanggar kedaulatan negara I4in.

" Romli Atmassasits&Pengaruh Konvesi Internasional. him. 7.



114

Hal ini dapat dibenarkan karena setiap negara nienkkepentingan terhadap
kejahatan yang memiliki dimensi internasional. Baggara yang merupakan asal pelaku,
dapat menuntut pelaku berdasarkan asas kewargaaegaagi negara tempat pelaku berada
dapat mendasarkan tuntutan dengan asas teritosaintping pihak atau negara-negara lain
yang memiliki kepentingan. Oleh karenanya menjaginting untuk mempertimbangkan
penerapan asas teritorial suatu negara terhadahdtaen lintas teritorial yang terjadi di
wilayahnya dan mengesampingkan asas universal.

Dalam hukum pidana Islam hal ini dapat teratasigdanadanya pandangan bahwa
setiap negara Islam dianggap sebagai wakil bagaraetslam lainnya untuk menghukum
pelaku kejahatan berdasarkan ketentuan pidana .|dkmdasarkan pandangan ini, dapat
disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum Islampdalasalah kejahatan-kejahatan yang
telah ditetapkan secara jelas — bentuk dan hukuyaafimudud, gisas)- dalam al-Qur'an
maupun Hadits, keberadaan pelaku di luar wilayagaree — Islam — asal pelaku tidak
menjadi persoalan dalam penyelesaian hukum. Di sgmgu, hal ini tidak akan
menimbulkan pertentangan atau kompetensi amdaras-salamuntuk memberi hukuman
kepada pelaku. Selama pelaku dihukumi berdasarksentkian pidana Islam maka, hal
tersebut telah dianggap cukup dalam mengatasi &gjatdalam kehidupan masyarakat.

Dalam masalah kejahatan pidana Islam, disyaratdanya nas yang melarang serta
menghukum suatu perbuatan jika hal tersebut dilmkuBalam penerapannya, nas tersebut
haruslah berlaku atau dapat menjangkau tempat dianperbuatan/kejahatan dilakukan.
Selain berlaku terhadap tempat, nas tersebut ladrbsirlaku bagi pelaku.

Hal ini terkait dengan pandangan bahwa syariatmisterlaku secara universal,

meskipun demikian dalam penerapannya syariat Ilanya berlaku di negara-negara yang
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berada di bawah kekuasaan orang-orang muslim tilakegara selain negara Islam
(iglimiyyah) Mengenai batasan umum dalam penerapan pidanaabkétentuan pidana
Islam berlaku bagi setiap kejahatan yang dilakulamar as-salam tanpa memandang
kewarganegaran pelaku dan juga terhadap kejahatam dilakukan oleh pendudular as-
salamdi dar al-hara™

Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk nggngangi kejahatan dalam
Islam. Upaya ini, meskipun tidak atau belum dapaivomjudkan penerapan ketentuan syariat
secara menyeluruh — di setiap negeri, Islam maupukan — akan tetapi dengan
diberlakukannya hukum pidana Islam bagi para pekafahatan damar as-salandi dar al-
harb, sedikitnya akan dapat menanggulangi kejahataandadunia Islam yang akibat-
akibatnya akan dirasakan juga oleh penduduk neggeri asingdar al-harb)

Penerapan teori Malik, as-Syafi'i dan Ahmad bin b&noleh negara Islam akan
memberi dampak yang baik bagi kelangsungan umamlislendiri di dunia internasional.
Dengan dihukumnya para pelaku kejahatan yang bensaandar as-salamkarena
melakukan kejahatan dar al-harbakan memberi citra yang positif bagi umat Islaatach
masalah penegakkan hukum. Selain itu, dengan geEaressang seperti ini pula hukum Islam
akan tetap utuh dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan hukum pidana positif, suatu kejahgaag melibatkan dua negara
atau lebih hanya akan dapat dihukum apabila kegahatsebut telah disepakati oleh negara-
negara yang bersangkutan sebagai suatu kejahatgdnhokum pidana nasional negara-
negara tersebut.

Begitu juga dalam penerapan asas universal sebagaitelah disinggung di atas

bahwa, hal tersebut bukan merupakan hal yang mddaenakan setiap negara merasa

! sa’id Hawwaal-Islam....,)him. 584.
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berhak terhadap kejahatan tersebut yang pada s&hinarus ada kedaulatan negara
terabaikan atau terjadinya intervensi terhadap Watkn teritorial suatu negara. Berdasarkan
hal ini pula menjadi penting untuk memberlakukamsateritorial bagi negara yang di
dalamnya terdapat pelaku kejahatan yang memilikiedssi internasional. Dalam artian
bahwa penerapan asas teritorial dapat lebih dilkKkamaerta mengesampingkan asas
universal. Berdasarkan hal ini pula setiap kejahgtng dilakukan oleh seorang wadgr
as-salamdapt ditundukkan pada hukum yang berlaku di Indenegeskipun antardar as-

slamdan Indonesidar al-harbmemiliki sistem hkum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA
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B. Masalah Ekstradisi dalam Hukum Islam

a. Penyerahan pelaku kejahatan ati¢aras-salam

Dalam teori figh siyasah Islam, setiap negdea as-salamdipandang sebagai
wakil yang mutlak bagdar as-salamlainnya untuk menegakan hukum Islam. Negeri-
negeri Islam dapat saling menyerahkan para pelanggeum (pelakujarimah) yang

kemudian lari kedar as-salamlainnya. Ketentuan ini berlaku bagi seorang muslim
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zimmiymaupunmusta’mindan berlaku selama pelaku belum diadili di perigadislam

di negara ia berasA.

Bila kasus yang ia perbuat sudah diadili di perlgadnegara di mana pelaku
berada, maka tidak boleh menyerahkannya untuk |dieginbali. Hal ini dikarenakan

satu tindak kejahatan tidak boleh diadili dua Kali.

Penyerahan pelaku juga tidak dianggap perlu bigmreepeminta akan mengadili
pelaku tidak dengan ketentuan syariat Islam, sddangegara yang diminta tempat

pelaku berdomosili akan mengadilinya berdasarkéenkean syariat.

Ketentuan ini dapat berlaku bagi pelaku jarinfaldud dan gisas- diyat Bila
perbuatan pelaku merupakgrimah at-ta’zir maka negara termohon atau negara yang
diminta untuk menyerahkan pelaku dianggap lebitk hida negara tersebut tidak
keberatan untuk melakukan penyerahan pelaku keraxggainta. Hal ini dikarenakan

hukumarta'zir dapat berbeda dari satu negara dengan negaraajamga’*

Menghadapkan seorang pelaku kejahatan ke muka giéargdi mana perbuatan
itu terjadi dipandang lebih baik daripada menyesaaimya ke pengadilan di negara lain
yang bukan merupakan tempat terjadinya perbuatameRksaan terhadap pelaku di
tempat terjadinya perbuatan dipandang lebih baitadebih dapat menjamin keadilan

dikarenakan di tempat terjadinya perbuatan akarh leludah untuk mengemukakan

2. Amin Widodo,Figh Siyasah dalam Hubungan Internasiofébgyakarta: Tiara Wacana, 1994)m.
31.

% Ibid., him. 33.

" Lihat misalnya Muhammad Salim al-AwwUsul an-Nizam al-Jinai al-IslamigKairo: Dar al-Ma’arif,
1983), him. 267
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bukti serta saksi-saksi. Dengan adanya dua hgbukti dan saksi) akan mempermudah

pengadilan dalam mencari keterangan-keterangandipegukan.>

Selain itu, pelaksanaan hukuman di tempat terjadpgbuatan akan lebih terasa
pengaruhnya bagi masyarakat. Hal ini berhubungangate fungsi dijatuhkannya
hukuman. Hukuman dijatuhkan selain sebagai pemduallbagi para pelaku jarimah, juga
merupakan tindakan preventif agar masyarakat tlotbuat yang sama seperti yang

diperbuat pelaku kejahatéh.

Berbeda halnya jika penjatuhan hukuman dilakukamediara yang bukan tempat
terjadinya kejahatan. Meskipun ada kemungkinankuntamberi pelajaran bagi pelaku,
akan tetapi akibat yang muncul dari pemberian huurmdak akan dirasakan oleh

masyarakat di mana pelaku berdéal.

Berdasarkan hal ini, penyelesaian hukuman bagkpedeh pengadilan di mana
perbuatan itu terjadi dianggap lebih baik dari padgangadilinya di tempat yang bukan
merupakan tempat terjadinya kejahatan. Hal ini gtap lebih baik meskipun
sebenarnya tidak ada halangan bagi negara yancadngrglarian untuk menegakkan
hukum bagi pelaku karena tidak adanya perbedaaanatnaupun undang-undang antara

negara-peminta dengan negara yang dinffhta.

Penyerahan pelaku kejahatan oleh negara yang néstaplat pelaku berdomisili

kepada negara pelarian pelaku di anggap sebaggahgl menyulitkan bagi pelaku. la

> ‘Abd al-Qadir al-‘Audahat-Tasyri’ al-Jana’i al-Islamiy...hlm. 297.
° A. Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam him. 124-125.
*Abd al-Qadir al-‘Audahat-Tasyri’ al-Janai al-Islamiy...hjm. 298.
8 L. Amin Widodo,Figih Siyasah....him. 32.
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tidak dapat membela diri karena keberadaannya ngjklingan asing yang berbeda

kebangsaan dan bahd8a.

Hal ini berlaku juga untuk pelaku kejahatan yangkbleangsaamlar as-salam
jika melarikan diri kedar al-harb Abu Zahrah berpendapat bahwa jika antian as-
salamdengandar al-harbtelah ada perjanjian sebelumnya maka permohonsinadisi
harus dilakukan, jika tidak maka hal ini tidak daddakukan kecuali bila ada hukum

kebiasaan yang berlakp.
Penyerahan pelaku kejahatardke al-harb

Islam tidak membenarkan bagi pengu#siaas-salamuntuk menyerahkan warga
negaranya, baik ia muslim maupammiy untuk diadili didar al-harb karena telah

melakukan tindak kejahatan di negara tersébat al-harb)®*

Selain itu Islam tidak membolehkan pengudaa as-salamuntuk menyerahkan
seorang muslim yang berstatus sebagai warga negaral-harb sekalipun penguasa
negara tersebut memintanya karena suatu tindakhdteja yang telah ia lakukan.
Penyerahan tidak boleh terjadi selama tidak adamg@&n antara penguasar as-salam
dengan penguasdar al-harb yang sesuai dengan ketentuan hukum Internasional
mengenai penyerahan warga negara masing-masirggpéifanjian telah terjadi antara
kedua negara tersebut maka penyerahan harus dilakekkecuali adanya syarat-syarat

yang dianggap batal dan menyalahi perjarijfan.

9 “Abd al-Qadir ‘Audah at-Tasyri’ al-Janai al-Islamiy... him. 298.

8 Abu Zahrahal-Jarimah wa al-‘Uqubah... him. 379.

81 ‘Abd al-Qadir al-‘Audahat-Tasyri’ al-Jana’i al-Islamiy....hIm. 299.
82|, Amin Widodo,Figih Siyasah....him. 34.
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Islam tidak membenarkan penyerahan wanita-wanitslimah yang berhijrah ke
dar as-salamWanita muslim dalam keadan bagaimanapun tidaéhbdiserahkan keéar
al-harb meskipun ia berstatus sebagai warga negara teérd&ktetapan ini berdasarkan

firman Allah dalam al-Qur’an yang berbunyi:

AigdCCaobida42eCADC ICA R4CaaAaaCEACINCE

—

A

YCaEiaeedaoCaad AUaa EAiACadaoYAa UaidEaedas
8A34CEYaC ENIUxaaghAai CaRYoCNaCaasias 44a
eaC 43 ilapesaadas e AE2&3a8CAaYPaeCaeAC 1ACI
JaiRa Aa EaRiae&daeCDC AEiEdscdagAleeNasg eedC
E4OR:eC EUOA CaRaeCYN seCOAd=CaC AaYPEA
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4iOAa=CaC AaYbaeC DCAaRa IRa CaadiiRa Eiara

&8

2Caa8aiaiRiE

Para ulama berbeda pendapat mengenai penyerakialaki muslim setelah
adanya perjanjian. Imam Ahmad dan beberapa Fuqddzimb Maliki berpendapat

bahwa penyerahan tersebut harus dipenuhi. Abu &tabiérpendapat bahwa penyerahan

8 Al-Mumtahanah (60): 10.
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tersebut tidak boleh terjadi, sebab seorang musliak boleh dikuasai oleh orang-orang

non-muslimé*

Para fugoha madzhab Syafii memisahkan antaemeka yang mempunyai
keluarga didar al-harb yang dapat melindunginya dengan orang yang tidakpunyai
pelindung di negara tersebut. Bila orang yang dimimempunyai keluarga, maka ia
boleh diserahkan, bila tidak, maka ia tidak boleteidhkan ke tangan penguaksa al-

harb.

Masuknya orang-orang Islam yang berstagiimgai penduduk negatar al-harb
ke dar as-salamtidak dipandang sebagai penyimpangan terhadapalkawmum
penerapan hukum Islam. Orang tersebut dianggamaepanduduk dan warga negara
dar as-salamyang ia datangi. Oleh karena itu, ketika pengudea as-salamtidak
menyerahkan kepada pengudsa al-harb sebenarnya ia tidak menyerahkan orang yang

menjadi warga negaranya sendiri.

Tindakan ini merupakan tuntutan syariat yang tideknbolehkan penguasiar
as-salamuntuk menyerahkan warga negaranyadiee al-harh Bila yang memohon
adalahdar as-salamyang lain maka tidak ada halangan untuk menyeralttang

tersebuf®

Mengenai penyerahan seorangista’'minke dar al-harb di karenakan tindak
kejahatan yang di lakukannya, boleh dilakukan &iltara penguasiar as-salandengan

dar al-harbtelah ada perjanjian sebelumrfa.

8 |_. Amin Widodo,Figih Siyasah....him. 34.
8 A. Hanafi,Asas-asas Hukum Pidana Islam him. 127.
8 L. Amin Widodo,Figh Siyasah...him. 35.



123

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan untuk meap&an orang tersebut
(musta’'min) ke dar al-harb lainnya (yang bukan negara asal pelaku) yang jaida
merasa dirugikan oleh tindakan orang tersebut. iflaberlawanan dengan perjanjian

keamanan yang telah diberikan kepadanya.

Kaidah hukum Islam yang menghendaki agar pengumsaas-salamtidak
menyerahkan warga negaranya ke negara lain untulyetesaikan masalah kejahatan,

sesuai dengan ketentuan hukum internasional sek&ran

* Ibid.



